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WALIKOTA KEDIRI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR  32  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA KEDIRI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah dengan 

nomenklatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil maka perlu adanya perubahan susunan 

organisasi dan tugas, pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

5494); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit 

Kerja Yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan 

di Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri 

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43); 

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 53); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
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TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 

53), diubah sebagai berikut :                                    

1. Ketentuan ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Pasal 3 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

‘‘Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi : 

1. Seksi Identitas Penduduk; 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk; 

3. Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi : 

1. Seksi Kelahiran; 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan 

Data, membawahi : 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 

3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. 

f. UPT Dinas; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan 

tugasnya. 
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(7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 6 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b angka 1 mempunyai tugas : 

a. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan 

anggaran dinas; 

b. melakukan usulan anggaran dinas, pengelolaan administrasi keuangan 

penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan serta laporan 

pertanggungjawaban; 

c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan 

program dan anggaran dinas; 

d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

“Pasal 7 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b angka 2 mempunyai tugas : 

a. menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. mengelola urusan surat-menyurat, tata kearsipan, rumah tangga, keprotokolan 

dan kehumasan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan 

masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, 

Sumpah/Janji ASN, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian 

pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional 

dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara dan 

lainnya di lingkungan dinas; 

d. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan 

perlengkapan kantor dan pengamanan; 

e. melaksanakan pengadministrasian aset dan menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; 

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4. Ketentuan Lampiran Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 16 Desember 2019 

WALIKOTA KEDIRI, 

 
      ttd. 

 

        ABDULLAH ABU BAKAR 
 

Diundangkan di Kota Kediri 

pada tanggal 16 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 
 

   ttd. 
   

 

 BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 32........ 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

   ttd. 

                                 

YOYOK SUSETYO H.,S.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

               NOMOR     : 32 TAHUN 2019 
               TANGGAL  : 16 DESEMBER 2019                

 

 

 

 

 

 

BAGAN ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

UPT Dinas 

KEPALA DINAS 

SUB BAGIAN PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT 

BIDANG PENGELOLAAN 

INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

PEMANFAATAN DATA 

 

WALIKOTA KEDIRI, 
 

ttd. 
 

 

 ABDULLAH ABU BAKAR 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

    

    

    

 

BIDANG PELAYANAN 

PENDAFTARAN PENDUDUK 

SEKSI IDENTITAS 
PENDUDUK 

SEKSI PINDAH DATANG 
PENDUDUK 

 

SEKSI PENDATAAN 
PENDUDUK 

 

BIDANG PELAYANAN 

PENCATATAN SIPIL 

SEKSI KELAHIRAN 

SEKSI PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN 

SEKSI PERUBAHAN 

STATUS ANAK, 

PEWARGANEGARAAN DAN 

KEMATIAN 

SEKSI SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI PENGOLAHAN DAN 

PENYAJIAN DATA 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI KERJASAMA DAN 

INOVASI PELAYANAN 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

                  ttd.                    

YOYOK SUSETYO H.,S.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19611216 199003 1 003 

 


